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I. UMUM

Setelah lebih dari dua tahun sejak Peraturan Bank Indonesia
mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu (APMK) terakhir diubah pada tahun 2009,
ketentuan tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan kembali.
Penyempurnaan tersebut diperlukan dalam rangka mendorong
pertumbuhan yang lebih sehat dalam transaksi pembayaran dengan
menggunakan kartu dan menekan seminimal mungkin keluhan dari
para pengguna jasa APMK.

Dalam penggunaan Kartu Kredit, upaya penyempurnaan itu
diperlukan karena pengaturan mengenai manajeman risiko kredit
yang harus diacu oleh Penerbit dalam pemberian Kartu Kredit
dipandang masih bersifat umum, sehingga masih terdapat praktek
pemberian Kartu Kredit yang dilakukan dengan kurang tepat sasaran.
Sementara itu pula praktek di industri Kartu Kredit masih terdapat
ketidakseragaman dan ketidakterbukaan dalam menetapkan
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penghitungan seperti komponen bunga, denda dan biaya, sehingga
dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyaknya
keluhan dan pengaduan dari para pemegang Kartu Kredit. Keluhan
dari para pengguna Kartu Kredit juga muncul karena masih adanya
praktek penagihan utang Kartu Kredit yang tidak dilakukan dengan
sebagaimana mestinya.

Sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit
atau pembiayaan, Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur
lebih tegas atas persyaratan dalam perolehan Kartu Kredit dan batas
maksimum suku bunga yang wajar yang dapat dikenakan kepada
pengguna Kartu Kredit. Persyaratan batas minimum usia dan batas
minimum pendapatan bagi calon pemegang Kartu Kredit diperlukan
agar Pemegang Kartu Kredit bijak dalam menggunakan kartu sesuai
dengan kemampuan bayarnya.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan kenyamanan dalam
penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dan meningkatkan
aspek perlindungan kepada para pemegang Kartu Kredit, penggunaan
Kartu Kredit akan ditingkatkan keamanan dan kenyamanannya.
Apabila setiap Penerbit mematuhi peraturan yang telah digariskan
serta para Pemegang Kartu memaklumi batasan dan mematuhi
persyaratan yang telah ditetapkan, diyakini pertumbuhan Kartu
Kredit akan tumbuh sehat yang secara keseluruhan akan dapat
membantu dan memelihara sistem pembayaran yang aman dan
efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Ayat (1)

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang
bekerjasama dalam pasal ini adalah Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi
di wilayah Republik Indonesia.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain yang
menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK,
antara lain perusahaan penyedia jasa seperti
Perusahaan Switching, perusahaan personalisasi,
perusahaan pencetakan kartu, dan/atau
perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan
transaksi APMK.

Kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang
menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK,
diperlakukan sebagai penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan dari Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada pihak
lain yang dikenal sebagai kegiatan Alih Daya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cakupan laporan rencana dan realisasi
kerjasama dengan pihak lain, termasuk
informasi mengenai Alih Daya yang
bermasalah.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”manajemen risiko” dalam
ayat ini antara lain manajemen risiko likuiditas,
manajemen risiko kredit, manajemen risiko
operasional dan manajemen risiko dalam
penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan
manajemen risiko tersebut Penerbit atau Acquirer
diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk
memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin
timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu Kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15A

Ayat (1)

Persyaratan batas minimum usia, batas minimum
pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas
maksimum jumlah Penerbit yang dapat
memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan
agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu
Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya
bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai
dengan kemampuan bayar.

Batas minimum usia calon Pemegang Kartu
dibuktikan dengan dokumen identitas resmi,
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin
Mengemudi (SIM), atau paspor.

Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu
harus dibuktikan dengan dokumen resmi yang
menunjukkan batas minimum pendapatan yang
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bersangkutan dan dimintakan pada saat calon
Pemegang Kartu mengajukan aplikasi.

Yang dimaksud dengan “minimum pendapatan”
adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban
antara lain pajak, dan pembayaran utang kepada
pemberi pekerjaan (take home pay).

Termasuk sebagai dokumen resmi seperti slip gaji,
bukti setoran pajak, atau dokumen lainnya yang
menunjukkan pendapatan.

Ayat (2)

Pada saat pembaruan data Pemegang Kartu,
Penerbit antara lain meminta dokumen resmi yang
menunjukkan pendapatan Pemegang Kartu yang
bersangkutan.

Ayat (3)

Pemegang Kartu Kredit yang mempunyai
pendapatan di atas nilai tertentu dipandang telah
mempunyai kemampuan pembayaran atas tagihan
utang Kartu Kredit sehingga pemberian batasan
plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit diserahkan
kepada analisis Penerbit (risk appetite Penerbit).

Ayat (4)

Dalam pengertian Kartu Kredit yang dijamin oleh
perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu tidak
termasuk Kartu Kredit yang diberikan Penerbit
kepada dan dibayar oleh perusahaan (corporate
card).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “secara tertulis” adalah
penyampaian informasi kepada setiap calon
Pemegang Kartu dan/atau Pemegang Kartu yang
berupa tulisan atau ilustrasi dengan media tertentu
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berupa media publik seperti brosur, leaflet, surat
kabar dan/atau website, atau dengan media
individual seperti welcome pack, lembar tagihan
atau sarana pemberitahuan lainnya.

Butir-butir informasi yang wajib disampaikan oleh
Penerbit disesuaikan dengan peruntukan yang
dapat disampaikan secara umum melalui media
publik dan/atau secara khusus kepada masing-
masing individual Pemegang Kartu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan lembar
tagihan kepada Pemegang Kartu” adalah
penyampaian lembar tagihan kepada Pemegang
Kartu pada alamat sebagaimana diperjanjikan pada
saat permohonan atau perubahannya yang telah
dikonfirmasikan kepada Penerbit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelonggaran waktu
pembayaran” adalah tambahan hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran tagihan Kartu Kredit
(grace days) apabila tanggal jatuh tempo tersebut
bertepatan dengan hari libur. Dengan demikian
Pemegang Kartu mempunyai tambahan
kelonggaran waktu untuk pembayaran tagihan
Kartu Kredit. Adanya tambahan kelonggaran waktu
tersebut tidak mengubah periode tanggal cetak
tagihan sampai dengan tanggal jatuh tempo (grace
period).

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari
libur nasional dan/atau hari dimana Penerbit tidak
melakukan kegiatan operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tanggal pembukuan (posting) merupakan
tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran
kepada penyelenggara ATM atas transaksi
tarik tunai, atau kepada Acquirer atas
transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.
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Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan informasi disampaikan kepada
individual Pemegang Kartu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk kepentingan internal, Penerbit Kartu Kredit
dapat melakukan penilaian kualitas kredit yang
lebih hati-hati (prudent) daripada ketentuan Bank
Indonesia atau ketentuan otoritas yang berwenang
terhadap Lembaga Selain Bank. Namun demikian
untuk kepentingan pelaporan kepada Bank
Indonesia, penilaian kualitas kredit didasarkan
pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian
kualitas kredit oleh Bank umum.

Ayat (7)

Huruf a

Pengertian “melakukan pembayaran tidak
penuh” adalah melakukan pembayaran

www.djpp.depkumham.go.id



No. 52759

kurang dari minimum pembayaran, sebesar
minimum pembayaran, atau lebih dari
minimum pembayaran namun kurang dari
total tagihan utang Kartu Kredit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tanggal pembukuan (posting) merupakan
tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran
kepada penyelenggara ATM atas transaksi
tarik tunai, atau kepada Acquirer atas
transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu.

Huruf d

Biaya, denda dan bunga terutang tidak
diperkenankan sebagai komponen
perhitungan bunga karena komponen
tersebut bukan merupakan transaksi yang
dilakukan Pemegang Kartu.

Termasuk dalam komponen biaya antara lain
biaya administrasi, biaya bea materai, biaya
cetak tagihan, biaya upgrade jenis dan/atau
limit Kartu Kredit, iuran tahunan (annual fee),
serta biaya-biaya lainnya. Sedangkan
komponen denda antara lain denda
keterlambatan pembayaran (late payment
charge), denda penggunaan yang melebihi
batas plafon kredit (over limit) dan denda-
denda lainnya.

Bunga terutang adalah bunga dari pokok
transaksi sebelumnya yang belum terlunasi
oleh Pemegang Kartu.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17A

Ayat (1)

Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit
ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain:
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a. indikator perekonomian seperti BI rate;

b. struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya
dana (cost of fund), biaya operasional dan
pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (risk
premium); dan/atau

c. praktek suku bunga yang dikenakan oleh
Penerbit.

Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu
Kredit oleh Bank Indonesia dapat disesuaikan
apabila terjadi perubahan atas dasar pertimbangan
tersebut di atas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Ayat (1)

Fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, yaitu
untuk transaksi pembelanjaan (purchase) di
Pedagang (merchant) atau untuk transaksi tarik
tunai (cash advance).

Yang dimaksud dengan penggunaan Kartu Kredit di
luar fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran,
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misalnya untuk penyaluran fasilitas kredit lain
dan/atau untuk membayar angsuran kredit lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “fasilitas kredit lainnya” adalah
fasilitas kredit di luar skema Kartu Kredit, baik
yang diberikan Penerbit yang bersangkutan
maupun pemberi kredit lainnya, seperti
perusahaan pembiayaan, perbankan, dan/atau
lembaga keuangan lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai
dampak tambahan biaya” dalam pasal ini antara
lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu
Kredit tambahan.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi
utama Kartu Kredit” antara lain adalah tagihan
rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus
(tagihan listrik, air, telepon), dan/atau
memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan
Kartu Kredit sebagai tabungan yang diperlakukan
seperti simpanan biasa sehingga dapat digunakan
untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit
misalnya transaksi transfer dana antar Bank.

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari
Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang
diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media
komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit
Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu
Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail,
faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan
dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang
bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau
media elektronik.

Angka 11

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain yang
menyediakan jasa penunjang dalam
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penyelenggaraan APMK, seperti perusahaan jasa
pengiriman dokumen, agen pemasaran (sales agent)
atau jasa penagihan (debt collection).

Kerjasama Penerbit dengan pihak lain tersebut
diperlakukan sebagai penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan dari Penerbit kepada pihak
lain yang dikenal sebagai kegiatan Alih Daya.

Huruf a

Kewajiban Penerbit untuk mematuhi
ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip
kehati-hatian bagi Bank umum yang
melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada pihak lain, berlaku bagi
Penerbit yang berasal dari Bank dan yang
berasal dari Lembaga Selain Bank.

Huruf b

Dalam cakupan laporan rencana dan realisasi
kerjasama dengan pihak lain, termasuk
informasi mengenai Alih Daya yang
bermasalah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

Kewajiban penggunaan rupiah dalam kegiatan APMK
sejalan dengan kewajiban penggunaan rupiah di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Mata
Uang.

Termasuk dalam pengertian “setiap perbuatan yang
mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan
kewajiban” antara lain berupa pembayaran tagihan
Kartu Kredit, penarikan dana melalui ATM, transfer
dana melalui ATM, dan transaksi pembelanjaan di
Pedagang menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet.
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Angka 13

Pasal 29A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaction alert” adalah
pesan yang disampaikan Penerbit kepada
Pemegang Kartu Kredit mengenai transaksi Kartu
Kredit yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu
Kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut
benar-benar dilakukan oleh Pemegang Kartu yang
bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana lain dapat berupa e-mail atau telepon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah
unit usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang Perbankan Syariah.

Penyesuaian prinsip syariah dalam penyelenggaraan
kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah
misalnya berupa penyesuaian penyaluran pembiayaan,
penghitungan iuran keanggotaan (membership fee) dan
denda, penggantian biaya yang telah dikeluarkan
Penerbit (ta’widh), serta penggunaan dan penyebutan
istilah.

Angka 15

Pasal 32

Ayat (1)

Kewajiban penyediaan sistem yang dapat
dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain antara
lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dalam kegiatan APMK.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 33

Ayat (1)

Perubahan data dan/atau informasi pada
dokumen-dokumen perizinan, seperti perubahan
nama, perubahan alamat kantor, perubahan
pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), dan
perubahan dokumen lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 36A

Ayat (1)

Penetapan kebijakan pembatasan antara lain
meliputi pembatasan terhadap permohonan izin
baru sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, atau pembatasan wilayah
operasional tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.
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Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58A

Cukup jelas.
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Pasal 58B

Ayat (1)

Penyesuaian kepada Pemegang Kartu dilakukan
oleh Penerbit jika Pemegang Kartu tidak memenuhi
ketentuan penerapan manajemen risiko, seperti
Pemegang Kartu yang memiliki pendapatan di
bawah batas minimum pendapatan yang
ditetapkan, memiliki plafon kredit melebihi batas
yang ditetapkan dan/atau memiliki fasilitas Kartu
Kredit melebihi jumlah maksimum Penerbit yang
diperkenankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama yang dilakukan antara lain dapat
berupa kesepakatan untuk mengurangi jumlah
Penerbit yang memberikan fasilitas Kartu Kredit
dan/atau mengurangi jumlah plafon kredit yang
diberikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
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